
 

 

BUPATI SIDOARJO 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR : 9 TAHUN 2006 

 

TENTANG 

 

PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2006 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan  

Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo disediakan pakaian dinas ;  

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a konsideran menimbang ini, maka 

dipandang perlu untuk menyediakan Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

Anggaran 2006 dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo ; 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang­ 

undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730) ;  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); ·  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR. DPD dan DPRD (Lembaran Negar? Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilim Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4540);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4417) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4569); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok­ 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 

Nomor 1 Seri C);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri C);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri . Nomor 2 T ahun 1994 ten tang Pelaksanaan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman,  

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata  

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah;  

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 

Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Kabupaten Sidoarjo ;  

 

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Januari 2006 Nomor 

:188.31/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun  2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;  

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

TAHUN ANGGARAN 2006.  

 

Pasal 1 

Pakaian Dinas diberikan kepada 45 (empat puluh lima) orang Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) , masing-masing disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;  

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang , masing-masing disediakan 1 (satu) pasang 

dalam 1 (satu) tahun ;  

3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) , masing-masing disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun .  

 

Pasal 2 

Biaya Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati ini,  dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Kode Rekening 2.01 

.04.1.02.06.01 .1. dan 2.01 .04 .1.02.06.02.1 .  

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 

 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0  

pada tanggal 24 Maret  2006  

 

 

BUPATI SIDOARJO 

 

Ttd 

 

H. WIN HENDRARSO 

 

 

 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH 

                KABUPATEN SIDOARJO 

TGL 25-3-2006 NO 9 Th. 2006 SERI D3 


